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PROV1NSI SULAWESI TENGAI I

pERATukAN U111 A f I i ,oso
Nomoi, 3 6  TA i l uN  _q_)20

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGI DAN TATA KERJA
1NF,PEKTORAT

DENGAN RA1-IMAT TUHAN YANG MAMA ESA

BUPATI poso,

menimbang :  a .  bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor  7 2  Ta h u n  2 0 1 9  Ten tang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Ferangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, maka u r a i a n  tugas ,  fungsi dan ta ta
kerja Inspektorat perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam h u r u f  a ,  p e r l u  menetapkan Peraturan B u p a t i
tentang Uraian Tugas , Fungsi dan Tata Kerja lnspektorat;

Mengingat 1. Undang-Undang N o m o r  2 9  Ta h u n  1 9 5 9  t e n t a n g
Pcmbentukan Daerah Tingkat 11 d i  Sulawesi (Lembaran
Negara Repub l i k  Indonesia Ta h u n  1 9 5 8  N o m o r  7 4 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-Undang N o m o r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintahan D a e r a h  (Lembaran  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Nomor  5587)  sebagaimana
telah d iubah tcrakhi r  dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2 0 1 5  tentang Perubahan Kedua  a tas  Undang-
Undang Nomor  2 3  Ta h u n  2014  tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5 8 ,  Ta m b a h a n  L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k
Indonesia Nomor  5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor  1 8  Ta h u n  2 0 1 6  ten tang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 6  Nomor  11 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indones ia  N o m o r  5 8 8 7 )  sebagaimana t e l a h
diubaui dengan Peraturan Pemerintah Nomor  7 2  Ta h u n
2019 Te n t a n g  Peruhal ian A t a s  Peraturan Pemer in tah
Nomor 1 8  Ta b u n  2 0  to t e n t a n g  Perangkat  D a e r a h
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1'a Nomnr
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187, Tainhaban Leinbarail
4. Peraturan N e g a i  a

Nomor 602);
Republik lndonrsia

Meer i  Dalam Negen Republik Indonesia Nomor
m

107 Ta b u n  2 0 1 7  t e r m i n g  Pedomai Nomenk la tu r
Inspektorat DaeraIt Provinsi dun Kabupaten/Kuhr (BeritaNegara Tahun 2017 Nomor 1605);5. Peraturan

baerith Nomor  1 3  Ta b u n  2 0 1 6  tentangPembentukan clan Susunan Perangkat Daerah
Daeralt Kabupaten Poso  Ta h u n  2 0 1 6  Nomor  1 3 ,

Nomor
Tambahan 1,einabin LIII Daerah Kabupaten Poso N

(Lembaran
7111);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENT
DAN TATA KERJA I N S P E A N G  URAIAN TUGAS, PUNGSI

KTORAT.

BAB 1
KE1'ENTUAN UMUM

Pasal I

DaIarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. lnspektorat adalah Pcrangkat Daerah yang merupakan

unsur pcngawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. lnspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Poso.
3. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Poso.
4. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat pada lnspektoratKabupaten Poso.
5. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu d i

lingkungan Inspektorat Kabupaten Poso.
6. Kepala S u b  bagian adalah Subbagian d i  l ingkungan

Inspektorat Kabupaten Poso.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai

Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara
penuh olch pcjabat yang berwenang untuk melaksanakan
kegiatan yang sesuai dengan kcahliannya dalam rangka
mendukung kelancaran tugas d a n  fungsi  lnspektorat
Daerah.

8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan D a e r a h  u n t u k  mel indungi,  melayani ,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

9. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dar i  Pemerintah
Pusat kepada Daerah u n t u k  melaksanakan sebagian
Urusan Pemcr in tahan y a n g  m e n j a d i  kewenangan
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi
kepada Daeral i  u n t u k  melaksanakan sebagian Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

10. Barang Mi l ik  Daerah selanjutnya disingkat BMD adalah
seluruh Asct milik Pemerintah Kabupaten Poso.

11. Pemerintah D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  scbaga i  u n s u r
penyelenggara Pemerintahan Daerah y a n g  mernimptn

Pernerint ahan y a n g  r n e npelaksanaan U r u s a n
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12. lic:(7.:1:11;21rkivtalii)yaerah otoriorn
ac.rah u n s u rD c  Pwan e r w a  k ak lan p e r n b a n t  u P

u kabupateunaidladl:mnpenyelenggaraan l J r u
kvat

Pemerintahan yang  meniadikewenangan daerah
13. Desa adalah clef,., dan df:tia adat atau yang disebut dengan

narna lairs, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah ya •
herwenanguntuk mengatur  d a n  mengurus urunsang
pemerintaltalt, ker )entingan masya raka t  s e t e m p a l

.berdasarkan prak• i rsa masyarakat, h a k  a s a l  u s u l ,
dan/atau h a k  tradisional yang diakui dan  dihormati
dalam sistern pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

14. Pemerintahan D e s a  ada lah  penyelenggaraan u rusan
pemerintahan d a n  kcpcntingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat AP1P adalah inspektorat j   enderal kementerian,
unit. pengawasan ; m  p e m e r i n t a h  nonkementerian,
inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

16. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan,
meng,uMpulkan, d a n  menganalisis serta mengevaluasi
bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten
dan independen u n t u k  mengungkapkan f a k t a  a t a u
kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana
korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan
yang berlaku.

17. Audit Kinerja adalah audi t  atas pengelolaan keuangan
negara d a n  pelaksanaan tugas  d a n  fungs i  instansi
pemerintah yang  terdir i  a tas  aud i t  aspek ekonomis,
efisiensi, dan audit aspck efektivitas, serta ketaatan pada
peraturan.

18. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya
disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang
diselenggarakan s e c a r a  menye luruh  d i  l ingkungan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

19. lkhtisar Laporan H a s i l  Pengawasan ada lah  laporan
rekapitulasi hasil pengawasan AP1P pada suatu periode,
baik y a n g  di;aksanakan berdasarkan Program Ker ja
Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun yang di luar PKPT.

20. Audit. Dengan  Tu j u a n  Ter ten tu  ada lah  a u d i t  y a n g
dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan
dan audit kincrja. Tcrmasuk dalarn kategori ini antara lain
Audit Khusus /  Investigatif /  Tindak Pidana Korupsi dan
Audit un tuk  Tujuan tertentu lainnya terhadap masalah
yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi)
atau tang bcrsifat khas.

21. Audit Keuangan adalah audit alas laporan keuangan dan
audit terhadap aspek keuangan tertentu. A u d i t  a tas
laporan keuangan bertujuan untuk memberikan inforrnasi
kepacla p i h a k  -pihak y a n g  berkepen  tingan t e n  tang
kesesuaian antara laporan keuangan yang disajtkan oleh
manajernen dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil
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dart audit atas la poran keuangan adalah ()pint (pendapilt)
mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar
akuntansi yang berlaku.

22. Audit alas aspek keuangan tertentu adalah audit atas
u  nter tetaspek p e n g e l o l a a n  y a n gkeuangan

diselenggarakan oleh instansi pemerintah atas dana yang
dibiayai o leh  APBN/APBD dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan
telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah
ditetapkan sebagaimana ketentuan yang berlaku agar
tujuan pengelolaan keuangan tepat sasaran.

23. Aparat Penegak H u k u m  ada lah  kejaksaan neger i ,
kepolisian dan pengadilan negeri.

24. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Poso.

25. Bupati adalah Bupati Poso.
26. Daerah adalah Kabupaten Poso.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :
a. Inspektur;
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Program Dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi.

c. Inspektur Pembantu I
d. Inspektur Pembantu II
e. Inspektur Pembantu III
f. Inspektur  Pembantu IV
g. Inspektur Pembantu V; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 3

(1) lnspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam
membina d a n  mengawas i  pe laksanaan u r u s a n
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan o l e h  Perangkat Daerah d i  l ingkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebjakan teknis bidang pengawasan dan

fasilitasi pengawasan;
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b. pclaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja clan
keuangan nielalui audit, revel, evaluasi, pc mantauan
dan kegiatan penglwasan lainnva;

C. pelaksanaan pellga\1'i1s1111 untuk IlljUall tertentu atas
penugasiln dan 13upati atau Gubernur sebagat WakilPemerint;ih Pusat,

d. penyusunan laporan pengawasan,
c. pelaksanaan koordinusi peneegahan undak  M a r i akorupsi;

f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi inspektorat; dun
h• pelaksanuan fungsi lain  scsuai yang diberikan olch panpinanyang y a n g

clengan tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 4

(1) Sekretaris a i m
punyai tugas melaksanakan, membina,mengoordinasikan dan m e m b e r i k a n  p e l a y a n a n

administrastratif yang meliputi penyusunan program,
penatausahaan keuangan dan BMD, serta umum dan
kepegawaian di lingkungan Inspektorat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
a. perumtlsan kebijakan teknis penyusunan perencanaan

dan penganggaran di lingkungan Inspektorat;
b. penyiapan b a h a n  pembinaan t e k n i s  operasional

pelayanan administrasi keuangan, BMD, umum dan
kepegawaian ser ta  r umah  tangga d i  lingkungan
Inspektorat;

c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian
serta evaluasi k iner ja  Aparatur S ip i l  Negara d i
lingkungan Inspektorat;

d. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, r u m a h
tangga, serta kearsipan dan dokumentasi di lingkungan
Inspektorat;

e. penyelenggaraan verifikasi keuangan, perbendaharaan,
urusan akuntansi,  ser ta  pelaporan keuangan d i
lingkungan Inspektorat;

f. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan,
pengelolaan, analisis, dan  penyajian laporan hasi l
pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian
kinerja; pelaksanaan pengelolaan BMD serta layanan
pengadaan barang/jasa di lingkungan Inspektorat;

g. penyelenggaraan hubungan masyarakat di Lingkungan
Inspektorat dan layanan pengaduan masyarakat;

h. pengoordinasian penyusunan program, kegiatan dan
anggaran di lingkungan Inspektorht;

i. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Inspektorat;
j. pelaksanaan kooydinasi, evaluasi ser ta  pelaporan

pelaksanaan Reformasi B i rokras i  d i  l ingkungan
Inspektorat;

koordinasi d a n  fasilitasi penyusunank. pelaksanaan
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produk hukurn clilingkungan Inspektorat;
1. pelaksanaan koordinasi d a n  fasilitast

laporan kinerja Inspektorat;
m p e m b i n a a  p e n a t a a n  organisasi dan tata laksana

n clan p e n y u s u n a n

di lingtungi-An lnspektorat; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikanberkaitan dengan tugasnya. p i m p i n a m  yang

Paragraf I
Sub Bagian Program dan Keuangan

P a s a l  5

(1) Sub Bagian Program dan Keuangan mernpunyai tugas
melaksanakan p c  IlylISUllan program, kegiatan d a n
anggaran, pelaporan kinerja program, serta pengelolaan
dan peny iapan  b a h a n  ver i f ikasi ,  penatausahaan,
perbendaharaan, u rusan akuntansi, pembukuan d a n
pelaporan keuangan dilingkungan Inspektorat.

(2) uraian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan
a. merencanakan kegiatan S u b  Bagian Program d a n

Keuangan berdasarkan program ke r ja  Sekretariat
Inspektorat scbagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyiapkan bahan pcnyusunan program dan anggaran
Inspektorat sesuai prosedur d a n  ketentuan y a n g
berlaku sebagai bahan pimpinan dalam perumusan
kebijakan dan pedoman pelaksanaan tugas Inspektorat;

c. mcnyiapkan bahan koordinasi penyusunan program
dan anggaran dilingkungan lnspektorat sesuai prosedur
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

d. mcnyiapkan bahan cvaluasi pelaksanaan program dan
anggaran dilingkungan lnspektorat sesuai prosedur
yang b e r l a k u  sebagai  b a h a n  p i m p i n a n  d a l a m
pelaksanaan evaluasi kinerja dan penyusunan program
dan anggaran Inspektorat dimasa mendatang;

e. melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran d i l i ngkungan  • lnspektorat s e s u a i
prosedur dan ketentuan yang berlaku scbagai pedoman
pelaksanaan tugas lnspektorat;

f. menyiapkan d a n  menyusun bahan laporan kinerja
lnspektorat yang meliputi Laporan Kinerja lnstansi
Pemerintah (LKjIP), per janj ian K iner ja  (PK), d a n
indikator kincrja Utama (IKU) sesuai ketentuan yang
berlaku sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas
dan fungsi lnspektorat;

g. menyiakan bahan koordinasi pengelolaan keuangan
dilingkungan lnspektorat sesuai prosedur yang berlaku
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

h. rnclakukan penatausahaan, ver i f i kas i  anggaraan,
akuntasi dan pembukuan keuangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
rangka pengelolaan keuangan  lnspek to ra t  y a n g
akuntabel dan tertib administrasi;
menyiapkan d a n  m e n y u s u n  b a h a n  p e l a p o r a n
pengelolaan keuangan lnspektorat sesuai ketentuan
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Yilittl i t e l l aku  . t

pelaksana• pen:,,:1:,1::::ni kle'ul:i.nul'inplenr::jpreivti)Arall4j1,"w""
j. meltiltsunalcan i i i -La ian  .  pt;lr'bendaharaan h i A u k "ketentuan INT;111_11';111

berlaku ( H a t a  I .  i kyrundang-tinclangan y a n g
ditingkunv,m1 inilpekt arll',1; a pelaksanaan a  rigga ran

k. melakukan penytapart halitin tanggapan alas laporan
perneriksann keuangan d i  l ingkungan Intipf:ktorat
bahansesuai prosedur clan ketentuan yang berlaku sebagattindak lanjut hash!

I. p e m e r i k s a a n ;
menyusun bahan laporan SNIP sesuai prosedur dan
kelentuan y a n g  ber laku sebagai b a h a n  laporan
Pemerintah Daerah dalam mewujudkan t a w  kelolapemerintahan yang balk;

m. melakukan koordinasi penyusunan Program Ker ja
Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai prosedur yang
bcrlaku dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;

n. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi dilingkungan Inspektorat sesuai
ketentuan y a n g  ber laku sebagai b a h a n  laporan
pemerintah daerah  d a l a m  menciptakan b i rokras i
pemerintahano. m e n  y a n g  lebih balk;

g e v a l u a s i  pelaksanaan  Program dan Kcuan kegiatan S u b  Bagianharn gan dengan cara mengidentifikasi
b a t a n   dimasa me ndatang yang ada dalam rangka perbaikan kinerja

p. melaporkan has i l ;P r o  p e l a k s a n a a n  kegiatan Sub  Bagian
gram dan Keuangan sesuai prosedur dan ketentuan

yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan acuan
penyusunan rencana kegiatan mcndatang; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan la in  yang diberikan
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian rnempunyai tugas
melaltsanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan,
kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan
urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan BMD
serta administrasi kepegawaian dilingkungan Inspektorat.

(2) uraian t u g a s  S u b  Bagian U m u m  d a n  Kepegawaian
meUputi:
a. merencanakan kegiatan S u b  Bag ian U m u m  d a n

Kepegawaian berdasarkan Program kerja Sekretariat
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun p e d o m a n  penge lo laan  a d m i n i s t r a s i
persuratan, kepegawaian, kearsipan dan dokumentasi
di l ingkungan dinas sesuai ketentuan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. menyiapkaii b a h a n  koord inasi  pengelolaan B M D
dlingkungan lnspcktorat sesuai prosedur yang berlaku
untuk kelancaran tugas;
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h.
Irtspektorat
berlaku dalam rangka
penyebarluasan tnforrnasi krpada
berbagai pthak terkai:.

i. melakukan pengelo',aan perlerigkapar. dan BUD sesuai
prosedur dan 'e.e!.t.ntuar. yang bcriaku dalam rangka
efekufitas d a n  efes:ens: pe:aksanaan :ugas sects
penatausahaan BNID dLngkungan Inspektorat;

j. menytapkan d a n  rner.vusun K a h a n  p a : s p a r =
pengelolaan BMD sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku dalam rangka iventansam BUD

administrasi persuratar dilingkungan
sesuai prosedur dan ketentuan yang beriaku imam
rangka trrub administra.si.

I  melaksanakan pengka j ta r.
kekmbagaan d a n  k e t a
Inspektorat sesuai ketentuan yang
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
efektif dan efesien;

m. pelaksanaan urusan rata usaha pimpinan chlinginsnean
Inspektorat sesuai prosedur d a n  ketentuan
berlaku d a l a m  rangka e f e
pelaksanaan tugas pimpinan:

n. inexiyusun analysis jabaian, snails h a m
jabatan d i
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melaporkan pelak
Umum d a n  K
ketentuan yang berlaku seba
dan acuan penyusunan rencana kegkatandan

r. melaksanakan tugas kedinasan l a
pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Paragraf 3
Sub Bagian Analisis dan Ev

Pasal

(1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas
melaksanakan administrasi, i n
evaluasi, pendokumentasian d a nvpengawasan s e n a pemutakhiran tindak lan jutbast ,
pengawasan.

(2) uraian tugas Sub Bagian Analisis dan Evaluasi me;Iputi
a. merencanakan kegiatan Sub  Bagian Analisis 'J=11:

Evaluasi berdasarkan program k e r j a
lnspektorat sebagai pedoman pelaksanaan

b. melaksanakan inventansasi laporan hasil pe
sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka
administrasi;

c. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan oleh
pengawas eksternal sesuai prosedur dan keten
yang berlaku dalam rangka mew-ujudkan kinerja atas
pengelolaan keuangan y a n g  efektif, efisien
akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. melakukan penyusunan norma. standar, prose
kriteria pelaksanaan pengawasan sesoat k e
yang b e r l a k u  sebagai  pedoman pe laksan
pengawasan;

e. melaksanakan koordinasi evaluasi laporan
pengawasan sesuai prosedur yang berlaku
kelancaran pelaksanaan tugas;

f. mendokumentasikan d a n  menvusun laporan
analisis dan evaluasi hasil pengawasan
dan ketentuan yang berlaku untuk tertib
dan bahan pelaporan;

g. mendokumentasikan hasil pemutakhiran tindak 1
hasil pengawasan sesuai prosedur yang berlaku untuk
tertib administrasi;

h. melaksanakan penyajian data hasil pengawasan sesuai
prosedur dan kebutuhan sebagai bahan info

i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi rind
hasil pengawasan oleh pengawas eksternal ses
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas:
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Sub Ba
Analisis dan Evaluasi dengan cara mengidenufikast
hambatan yang ada dalam rangka perbeikan kinerja
dimasa mendatang;

Dipindai dengan CamScanner
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p.
(4) Pernbagian w i l a y a h  K e e n m a t a n  S r i )

dimaksud pada ayat (5) porn I, m, n,  0 d,in p  termasu
Desu, Puskesmas dan SaUlan Pendidikan yang berada di
wilayan tersebut.

Penihmitti 11

Pil SLI I 9

(1) lnspektur Pembantu 11 mcmpunyai tugas melaksanakan
pembinaan d a n  pengawasan fungs iona l  t e r h a d a p
pengclolaan kcuangan, kinerja dan urusan pemerintahan
dacrah pada perangkat dacrah dan Desa di wilayah kerja
II.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), lnspektur Pembantu II menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perumusan kebijakan terkait  pembinaan

dan pengawasan tcrhadap perangkat daerah dan Desa;
b. perencanaan program pembinaan d a n  pengawasan

terhadap pclaksana tugas dan fungsi perangkat daerah
dan Desa;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
pcnyclenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. pengawasan t c r h a d a p  penyelenggaraan u r u s a n
pemerintahan dacrah yang mel iput i  b i d a n g  t u g a s
perangkat dacrah dan Desa;

e. pelaksanaan fasil itasi pengawasan penyelenggaraan
urusan pemcrintahan daerah;

f. ker ja  same pelaksanaan pengawasan dengan Aparat
Pengawas Internal Pcmcrintah lainnya;
pcngoordinasian pelaksanaan keg ia tan  k e l o m p o k
jabatan fungsional;

h. pemantauan dan  pemutakhiran t indak lan ju t  has i l
pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah
lainnya;

i. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi
di lingkungan Pemerintah Daerah;
pelaksanaan pengawasan Laporan Kiner ja Instansi
Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pemerintah Daerah;

k pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Inspektur;

1. pcnyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan; dan

g.

.1•

h.

I l l . ' ' ,  P .  II I \ \  I  .

1)111.1,11(1,111(1.111,w 1 41,1111
11,1r,inn 1)(

1. l iddan (1;,.Ind
k. Ydvd•.iin I)( ( 1 1 1 ! . 1 i n . n ,
I, Kccdnididn
tn.
Ii. h e l ' a l l l , l l , I l l Rimond Timm.;
(). k o h l ;  dim

keudithtt,in R)so 1<oln Ulm
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wilayah tersebut.

Baglan
In!,pcktur Pembantu 111

Pa'ial 10

(1) Inspektur Perabantu III  mempunyai tugas melaicsanakan
pembinaan d a n  pcngawasan f ungs iona l  t e r h a d a p
pcngelolaan kcuangan, kinerja dan urusan pemerintahan
dacrah pada perangkat dacrah dan Desa da wilayah kerja

(2) Whim mclaksanakan tugas sebagaimana dima.ksud pada
ayat (1), Inspektur Pembantu III menyelenggarakan fungsi:
a. pclaksanaan perumusan kcbijakan terkai t  pembinaan

dan pcngawasan terhadap perangkat daerah dan Desa;
b. perencanaan program pembmaan d a n  pengawasan

terhadap pclaksana tugas dart fungsi perangkat daerah
dan Desa;

c, pcngkoordinasian pclaksanaan pcngawasan fungstonal
pcnyelenggaraan urusan pernermtahan daerah;

d. pengawasan t e r h a d a p  penyelcnggaraan u r u s a n
pernerintahan dacrah yang me l i pu t i  M a n g  t u g a s
perangkat daerah dun Desa;

e. pclaksanaan fasditasi pcngawasan penyelenggaraan
urusan pemcrintahan daerah;

f. kc r j a  sama pclaksanaan pengawasan dengan Aparat
Pcngawas Inlerrifil Pernermtah lamnya;

g. pcnt;ourchnasian pc laksanaan kegra tan  k e l o m p o k
jabatan lungslonal;
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h

k.

Prindiiltiitan (Ian pcniiitakhiran taidak
Perip,i,wasan oleh Aparat Pengawas Internal PcruptIiiinnya;

pelaksariaan pciigavvasan di lingkungan Pemerintah Dacr

pclaksanaan pungawasan Perrienntall (1.1;i1P) di lingkungan Pernerintah
Duerpenrawasan untuk tujuan tertentupetiligasan Inspektur;

1, priiNitiminan iklitisar laporan hasil pen
In. pelaksanaan fungsi lain yang cliberik

yang berkaitan dengan tugasnya.
(3) Dalam inclaksanakan tugas sebagaimana

ayat (1), wilayah kerja Inspektur Pembantu III melipuu
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
b. Dinar Perurnahan dan Kawasan Pernukiman,
c. Badan c l a n  Kawasan Pemukiman;
d•Bildan l i e n c a n a  Daerah,
eC. . Siouan Polisi Parnong Praja dan Pemadam Kebaka

Dinar Linp,kungan Hidup;
g. D inar  Perhubungan;
h. L3adan Kcsatuan Bangsa dan Politik;
i. Bagian Pengadaan I3arang dan Jasa;
j. Bagian Suraberdaya Alam;
k. Bagian Hukum;
1. Kccamatan Pamona Selatan;
m. Kccamatan Pamona 'Firnur;
n. Kccamatan Pamona Barat;
o. Kccamatan Pamona Tenggara; dan
p. Kccamatan Poso Kota Utara.

(4) Pembagian w i l ayah  k e r j a  Necamatan sebagairna
dimaksud pada ayat (5) poin 1, m, n, o dan p  termasuk
Desa, Puskesmas dan Satuan Pendidikan yang berada di
wilayah tersebut.

Bagian Kcenam
Inspektur Pembantu IV

Pascal 11

(1) lnspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan d a n  pcngawasan fungsional  te rhadap
pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan
daerah pada perangkat daerah dan Desa wilayah IV.

(2) Dalam melak:-,anakan tugas sebagaimana dimaksud pad
ayat (1), Inspektur Pembantu IV menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan perumusan kebijakan terkait pembinaan

dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan Desa;
b. perencanaan program pembinaan d a n  pengawasan

terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah
dan Desa;
pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyclengg araan urusan pernerintahan daerah;c.
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(1. petiv„i\‘a.,011 t(111.1(1 tp p i  n‘elen
penteitiltalkai i n c l i p t a i
peranv,1,,it (la( 1,11‘ (1,111 De‘,,i,

C. Pc1"1",111,1(111 1,0,(111(I',1 P r  I Iiì t \s"v"111
1_11.1.1Sa 1 ) ( 1 1 1 l ' l l I l l a t t i l l l  ( t a l l  a l l ,

(, s a m a  pelaksititaint pengawahan (1t-itgati /1.parat
Pengawas Internal Peinerintah lainnya,

g. pengoordimtsian p e l a k  sanaati k e F l a t a n  k e l o m p o k
jabatan fungsional;

h. pemantautin c lan peniutakhiran t i n d a k  l a n j u t  I t a
P"gawilsal l  olc h Aparat Pengawas Internal Petnerin
lainnya;

i. pclaksanaan pengawasan program reformast btrokr
di lingkungan Pemcrintah Daerah;

j. pclaksanaan pengawasan Laporan  K iner ja  I n
Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pemerintah Ducrah

k. pclaksanaan pengawasan un tuk  tu juan tertentu
penugasan lnspcktur;

1. pcnyusunan ilchtisar laporan basil pengawasan; dan
m. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

yang berkaitan dengan tugasnya.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), wilayah kerja lnspcktur Pembantu 1V meliputi :
a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;
c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan;
f. D i n a s  Perpustakaan dan Kearsipan;
g. Dinas Komunikasi, lnformatika dan Persandian;
h. Sekretarial DPRD;
i. Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan;
j. Bagian Umum, Pereneanaan clan Keuangan;
k. Bagian Tata Petnerintahan;
1. Kecamatan Lore Tengalt;
m. Kecamatan Lore Utara;
n. Kccamatan Lore Timur;
o. Kecamatan Lore. Peore;
p. Kecamatan Poso Kota Selatan; dan
q. Kecamatan Loge

(4) Pembagian w i l a y a h  k e r j a  Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) poin 1, m, n, 0, p dan q termasuk
Desa, 'Puskesmas dan Satuan Penclidikan yang berada
wilayah tersehut.

Bagian Ketujuh
lnspektur Pembantu V

Pasal 1'2

(1) lnspcktur Pembantu V  mempunyai tfu.ugnagssummealiaksat:iad
pembinaan d a n  pengawasan
pencegahan t ine tak  p i d a n a  kn rups i  d a n  i nves t (
terhadap pclaksanaan unison Pemerintahan yang m

Dipindai dengan CamScanner



kewenangan daerah dan tugas pernbantuan oleh Perangkat
Daerah dun Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat 11), l l ispektur Pembantu V menyelenggarakan fungsi.
a. pelaksanaan perumusan kebijakan terkai t  pembinaan

dan pengawasan terhaciap perangkat daerah dan Desa
yang b e r i n d i k a s i  t i n d a k  p i d a n a  k o r u p s i  d a n
penyalahgunazm kewenangan atau kerugian negara
daerah;

b. perencanaan program pembinaan d a n  pengawasan
yang •berkaitan dengan pencegahan t i n d a k  p idana
korupsi dan penyalahgunaan kewenangan a t a u
kerugian negara daerah ;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan u rusan  pemerintahan daerah yang
berindikasi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan
kewenangan atau kerugian negara I daerah;

d. pelaksanaan fasi l i tasi  pengawasan penyelenggaraan
urusan pemer intahan daerah yang berindikasi tindak
pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan atau
kerugian negara daerah ;

e. kerja s a m a  p e l a k s a n a a n  p e n g a w a s a n  v a n g
berindikasi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan
kewenangan atau kerugian negara d a e r a h  dengan
Aparat Penegak l iukum;

f. pelaksanaan pembinaan Z o n a  In tegr i tas  (Z1)  d i
lingkungan Pemerintah Daerah;

g. pelaksanaan a u d i t  d a l a m  r a n g k a  pengh i tungan
keuangan negara /  daerah dan pemberian keterangan
ahli;

h. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
yang be r i nd i kas i  t i n d a k  p i d a n a  k o r u p s i  d a n
penyalaligunaan kewenangan atau kerugian negara /
daerah;

i. pelaksanaan pengawasan y a n g  ber indikasi  t i n d a k
pidana korupsi dan pen\ alahgunaan kewenangan atau
kerug'.an negara daerah :

j. pelaksanaan moni•,ohng dan evaluasi penyelenggaraan
pencegahan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan
kewenangan a t a u  kerug ian  negara  /  d a e r a h  d i
lingkungan pemerintah Daerah;

k. penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan bidang
pencegahan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan
kewenangan atau kerugian negara daerah ;  dan

1. pelaksanaan fung,si lain yang diberikan oleh pimpinan
yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kcdelapan
Kclompok Jabatan Fungsional

Pawl 13

K e l m  Jabatan Funwsional, terdiri d a r i  sejutnlah
d a l =  ichjang *baton fungsional rum

Dipindai dengan CamScanner



r tugas tnember ikan pe layanan fungs iona l
berdasarkan pada 1,calilian dun ketcrampilan terteniu

(2) :elornpok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (.1), mernpunyai tugas melaksanakan sebagian
(Ligas dun lur,gsi lnspektorat sesuai dengan keahlian dan
kebutullaimya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kelompok jabatan fungsional mempunyai rincian
kegiatan dun unsur yang dinilai dalam pemberian angka
kredit y a n g  ditetapkan dengan ketentuan peraturan
pen mdarig-undangan yang berlaku.

(4) Kebutuhun Jabatan Fungsional dilingkungan lnspektorat
sebag;aim<uaa d imaksud  p a d a  a y a t  ( 2 ) ,  d i a t  ur d a n
ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

(5) Pembinaan le rhadap  Kelompok Jaba tan  Fungsional
dilingkungan lnspektorat dilaksanakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pejabat F u n g s i o n a l  berkedudukan d i b a w a h  d a n
bcrt.anggung jawab secara langsung kepada Inspektur
Pembantu sesuai dengan pcmbagian wilayah kerja.

BA13 IV
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Penyclenggaraan tugas setiap pimpinan organisasi dan
kelompok jabatan fungsional dilingkungan lnspektorat
dilakukan dengan tata kerja yang berpedoman pada asas
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas :
a. asas kepastian hukum;
b. asas tertib penyelenggaraan negara;
c. asas kepentingan umum;
d. asas keterbukaan;
e. asas proporsionalitas;
f. asas profesionalitas;
g. asas akuntabilitas;
h. asas efisiensi;
i. asas cfekt.ifitas; dan
j. asas keadilan.

(2) Pelaksanaan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menerapkan p r i ns ip  koordinasi, integrasi, d a n
sinkronisasi ba ik  dalam lingkungan lnspektorat, antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta
dengan instansi lain di luar pemerintah daerah.

(3) Pelaks6naan A u d i t  Dengan Tu j u a n  Ter ten tu  y a n g
dilaksanakan Inspektur Pembantu I ,  I I ,  I I I  d a n  I V
dikecualikan u n t u k  a u d i t  investigasi, a u d i t  te rka i t
pcnanganan pcngaduan yang berindikasi penyalahgunaan
kewenangan d a n  /  a t a u  kecurangan /  f raud, aud i t
perhitungan kcrugian Negara /  Daerah d a n  a u d i t
kccurangon /  f r a u d  aud i t  lainnya yang berindikasi
penvalaligunnan kewenangan dan /  atau kerugian negara
/
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BAIA V
PENDANMN

Pasal 15

(1) Pendanaan pelaksanaan tugas Inspektorat dibebankan
pada Ahgga ran Pendapatan Belanja Daerah.

(2) Pendanaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disusun
dalam program elan kegiatan sesuai tugas dan fungsiInspektorat.

(3) Pengelolaan belanja untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
Inspektorat s e s u a i  d e n g a n  k e t e n t u a n  p e r a t u r a nperundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam h a l  penempatan dan pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi dan Jabatan Administrator dilingkungan Inspektorat
dilaksanalzan berdasarkan ketentuan peraturan perundan-undangan yang berlaku. g

13AB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pejabat di Iii%gkungan Inspektorat yang dilantik berdasarkan
Peraturan Bupat i  Nomor 45  Tahun 2016 tentang Uraian
Tugas, Fungsi  dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah
Kabupaten Poso Ta h u n  2 0 1 6  Nomor 4 5 )  mas ih  te tap
melaksanakan t u g a s  d a n  fungs inya  s a m p a i  dengan
dilantiknya pejabat yang bare menurut Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada seat  Peraturan Bupati  i n i  mulai  berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 4E Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi
dan Ta ta  Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Poso
Tahun 2 0 1 6  Nomor  45 )  dicabut d a n  dinyatakan t i dak
berlaku.
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Pasal 19

Peraturan B u p a t i  i n i  m u l a i  b c r l a k u  p a d a  tangga l
diundangkan.

Agar s e t i a p  o r a n g  mengetahu inya,  memeri t i tahkan
pengundangan Peraturan Bupati in i  dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Diletapkan di Poso
pada tanggal 3 0  Member 2D-20

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU
Diundangkan di Poso
pada tanggal 3 d  Rrce t ie r  962c,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

YAN EDWARD GULUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2020 NOMOR 3CD
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